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KABUPATEN MAIALENGKA

NOMOR: 11 TAHUN 2OO8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAIALEilGKA

NOMOR 11 TAHUN 2OO8

TENTANG

P ERTA]TGGUIiIC'ATI'ABAN PELAIGANAAN
ANGGARAN PET{DAPATAIT DAN BELATTJA DAERAH

KABUPATEN MAIALENGKA TAHUN ANGGARAII 2@7

DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
:

BUPATI MA]ALENGKA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1)
Unciang-Undang Nomor 3z Tahun 20ei tentang Pemerintahan
Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan
Daerah tenhng Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan fulanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang tetah dlperiksa
oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan
setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa .........2
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b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dahm
huruf a dan sesuai Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor:
9031Kep.512-Keu/2008 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Majalengka tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 20A7 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, maka
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 20A7;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran .Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Unciang-Undang .........3
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3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerih
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 4L, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a0a8);

4. Undang-Undang Nomor 2L Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

5. Undang-Undahg Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, .Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286)i

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355); 

g. undang-undang .........4
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8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republk Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20O4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ffi$;

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor LM, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor t2 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4e4$;

i2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20iH teniang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor L26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3$;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Fedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah .........5
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14. Peraturan Pemerintah Nomoi 65 tihun Z0AL tentanQ Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4138);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan nakya! Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44LO) sebagaimana terakhir telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

17. Peraiuran Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a502);

18. Perattnan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Shndar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a574); 

20. peraturan pemerintah .........6
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20. Peraturah Pemeiintah NOmOi' 55 Terhun 2005 tentang Dane
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a577);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor L$, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Flinimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesaia Nomor 4585);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 461fli

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoiiiaii Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimaha telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

27. Peraturan Menteri .........7
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27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran
dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penuniang
Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang
PEddman Pdnyu3unbn APBDTahun AnQgaiait 2OO7;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2003
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2003 Nomor 1 SeriA);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 32 Tahun 2004
tentang Rencana Stratejik Daerah (Renstrada) Kabupaten
Majalengka Tahun 2004-2008 (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2004 Nomor 32, Seri D);

31. P€iatijrin Dderah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2007
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2007 Nomor 1, Seri A);

32. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Perubahan
Anggaran Pendapqtan dan Belanja Daerah lGbupaten Majalengka
Tah[n Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Majaiengka
Tahun 2007 Nomor 15);

Dengan Persetuiuan Bercarna

DEWAN PERWAKILAN RAI(YAT DAERAH TGBUPATEN
IIAIALENGKA

dan
BUPATI MA]ALENGKA

T.TEMUTUSI(AII:

Menetapkan : PERATTIRAN DAERAH
ltIA'AtEI{GKA
PERTANGGUNGJAWABAI{

KABUPATEN
TENTA]IG

pEutKSaxAAr
ANGGARAN PENDAPATAil DAT{ BETANIA
DAERAH KABUPATETT MA'ALENGKA TAHUN
AII.GGARAN 2ao7' 

Pasat 1.......8
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Pasal I
(1) Peftanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

B€ldnja Daerijh b6rupa lapdiah keuangan memudt :

a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Neraca;
c. Iaporan AruS Kas; dan
d. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan
usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasai z

Lapor.an 
. 
Realisasi Nnggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

ayat (1) hurufa Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut:
a. Pendapatan Rp. 796.7593A6.133,00
b. Belanja Rp. 808.033.721.367.00

Surplus/(Defisit) Rp. LL.274.4L5.234,00
c. Pembiayaan

- Penerimaan Rp. 47.435.5L2.140,00
- Pengeiuaran Rp 5.000.000.000.00

Pembiayaan Netto Rp. 42.435.5L2.140,00

PffiEi 3

(1) Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp. 10.525.2L2.403,60 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan
Rp. 786.23 4.093.729,40

b. Realisasi Ro. 796.759.306.133.00
Selisih Lebih Rp. L0.525.212.403,60

(2) Seiisih Anggaran .......9
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(2) SCliSih Anggbran d€ngan realiSaSi belbnjb sejumlah
Rp. 21.659.232.060,40 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 819.692.9_?3.127-,49

(g) Seiisin Anggaran dengan Realisasi defisit sejumlah
Rp. 32.184.444.4&,N dengan rincian sebagai berikut:
a, Anggaran defisit setelah perubahan Rp. 43.458.859.698,00

b. Realisasi
Selisih Kurang

b. Realisasi
Selisih Kurang

b. Realisasi
Selisih Kurang

Rp. 808.033.721.367.00
Rp. 21.659.232.060,40

Rp. t1.274.415.234.00
Rp. 32.184 .'144.464,00

(4) Seiisin anggaran dengan reaiisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp. L.528.347.558,00 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan

Rp. 48.963.859.698,00
Rp. 47.435.512.140.00
Rp. 1,528.347.558,00

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp. 505.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah peru"bal1g! . . , " "
Rp. 5.505.000.000,00

b. Realisasi Rp. 5.000.000.000.00
Selisih Kurang Rp. 505.000.000,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp.

L.023.347.558,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan
Rp. 43.458.859.598,00

b. Realisasi Rp.42.435.512.140.00
Selisih Kurang Rp. t.023.347.558,00

Pasal ........10
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Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam
Desember Tahun 2007 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset Rp.
b. Jumlah Kewajiban Rp.
c. Jumlah Ekuitas Dana Rp.

a. Lampiran I
Lampiran I.1

Pasal t huruf b per 31

L.876.2t3.669.210,95
9.7L2.278.44L,4t

1.866.501.390.809,54

Rp. 44.465.97t.417,00

: LaporanRealisasiAnggaran
: Ringkasan laporan realisasi anggaran

menurut urusan pemerintahan daerah
dan organisasi;

Lampiran I.2 ......11

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud daiam Pasai t huruf c untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2007 sebagai
berikut:
a. Saldo Kas 1 Januari 2007
b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 190.13L.428.943,00
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan

(Rp. 201.a05.844.177,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan (Rp. 2.030.459.277,00)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp.
f. Satdo kas akhir per 31 Desember Tahun 2007

0,00

Rp. 31.161.096.906,00

Pasai 6

Catatan atas laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf d Tahuh Anggaran 2007 memuat informasi baik see6i6
kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :



Lampiran I.2

Lampiran I.3

Lampiran I.4

Lampiran I.5
Lampiran I.6

Lampiran I.7

Lampiran I.B

Lampiran I.9

Lampiran I.10
lampiran I.11

b, Lampiran II
c. Lampiran III
d. Lampiran IV

ll

Rincian laporan realisasi anggarah
menurut urusan pemerintahan daerah,
efganisasi, pend?patan, bglanja Can
pembiayaan; : ri 

"'
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasai, program dan
kegiatan;
Rekapitulasi realisasi anggaran
belanja daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan daerah
dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan negarc;
Daftar piutang daerah;
Daftar penyertaan modal (investasi)
daerah;
Daftar realisasi penambahan dan
pengurangan aset tetap daerah;
Daftar realisasi penambahan dan
pengurangan aset lainnya;
Daftar kegiatan-kegiatan yang belum
diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran berikutnya;
Daftar dana cadangan daerah; dan
Daftar pinjaman daerah dan obligasi
daerah.
Neraca
Laporan arus kas
Catatan atas laporan keuangan

Pasai 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

ayat (2) terdiri dari :

a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V peraturan daerah iq'1,,

b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/pefusihaan
daerah tercanilm dalam Lampiran VI Peraturan Daerah inl.

Pasal 9.......12
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Pasal 9

Bupati Majalengka menetapkan peraturan Bupati tentang penjabaran
Peftanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan eetania
Daerah sebagai rincian lebih tanjut dari pertanggungiawabin
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan eehn;a Daerah.

Pasal 1O

Peraturan Daerah ini mula! berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daeiah
Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 25 September200g

BUPATI UAIALENGKA"

CAP/TfD

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal a3 september 2oOB

PII SEKRETARIS DAERAH
KABUPATFI ITIAIAIENG t(A"

la

HERMAN SE]TDJA'A

BERTTA DAERAH KABUPATEil MAIATE]ISKA TAHUN 2OO8
NOMOR 11




